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ABSTRAK

Krisis lingkungan menuntut pendidikan kewarganegaraan bergerak melampaui batas formal
negara menuju pembentukan tanggung jawab ekologis, termasuk melalui kebijakan sekolah.
Penelitian ini menganalisis kebijakan Sekolah Adiwiyata jenjang SMP di Kabupaten Tanah
Laut dalam perspektif kewarganegaraan ekologis, sekaligus menilai kesenjangan antara
regulasi dan praktik pembentukan karakter di sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain analisis kebijakan melalui analisis dokumen terhadap regulasi
daerah dan panduan teknis, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik untuk
memetakan tema-tema nilai tanggung jawab dan keadilan lingkungan. Hasil menunjukkan
kebijakan Adiwiyata di tingkat daerah dan sekolah cenderung teknokratis-administratif,
sehingga sekolah lebih terdorong memenuhi indikator fisik dan kelengkapan dokumen
dibanding menumbuhkan kesadaran ekologis yang kritis dan berkeadilan. Pada ranah
implementasi, siswa umumnya mampu menjalankan praktik prosedural seperti pemilahan
sampah, namun pemahaman mengenai dimensi keadilan lingkungan, tanggung jawab global,
dan partisipasi kritis masih terbatas. Temuan ini menegaskan adanya implementation gap
antara tujuan ideal kebijakan dan praktik pendidikan lingkungan di sekolah. Rekomendasi
utama adalah menggeser pelaksanaan Adiwiyata dari orientasi kepatuhan menuju
pendekatan whole school approach yang mengintegrasikan kurikulum, budaya sekolah,
pengelolaan sarana-prasarana, kemitraan masyarakat, serta penguatan kapasitas guru agar
pembelajaran lingkungan bersifat kritis dan transformatif.

Kata kunci: Sekolah Adiwiyata, Kebijakan Pendidikan, Kewarganegaraan Ekologis, SMP,
Kabupaten Tanah Laut

ABSTRACT

The environmental crisis demands that civic education move beyond the formal boundaries of
the state toward fostering ecological responsibility, including through school policies. This study
analyzes the Adiwiyata School policy at the junior high school level in Tanah Laut Regency from
an ecological citizenship perspective, while also assessing the gap between regulations and
character-building practices in schools. The study employed a qualitative approach with a policy
analysis design through document analysis of regional regulations and technical guidelines,
followed by thematic analysis to map themes of environmental responsibility and justice values.
The results indicate that Adiwiyata policies at the regional and school levels tend to be
technocratic-administrative, with schools being more motivated to meet physical indicators and
document completeness than to foster critical and just ecological awareness. In the realm of
implementation, students are generally able to carry out procedural practices such as waste
sorting, but their understanding of the dimensions of environmental justice, global
responsibility, and critical participation remains limited. These findings confirm an
implementation gap between the ideal goals of environmental education policy and practices in
schools. The primary recommendation is to shift Adiwiyata implementation from a compliance-
oriented approach to a whole-school approach that integrates curriculum, school culture, facility
and infrastructure management, community partnerships, and teacher capacity building to
ensure critical and transformative environmental learning.

Keywords: Adiwiyata Schools, Education Policy, Ecological Citizenship, Junior High Schools,
Tanah Laut Regency
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PENDAHULUAN
Krisis lingkungan global membuat pendidikan kewarganegaraan

bergeser dari yang dulu fokus pada negara, menjadi menekankan tanggung
jawab bersama sebagai warga dunia untuk menjaga lingkungan (Stevenson
et al., 2013). Di Indonesia, kerusakan lingkungan yang terjadi di banyak
tempat menunjukkan perlunya pendidikan yang dirancang secara serius dan
terarah (Muzayyinah et al., 2024; Rakhmawati et al., 2025). Sekolah tidak
hanya berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk
nilai dan kebiasaan baru pada siswa agar peduli pada keberlanjutan bumi
(Nurwidodo et al., 2020). Dalam pendidikan kewarganegaraan ekologis,
kewajiban warga tidak berhenti pada batas wilayah negara (Kasmawati, 2023;
Parker et al., 2013), melainkan meluas menjadi tanggung jawab moral untuk
mengurangi dampak kerusakan lingkungan demi keadilan bagi generasi
mendatang (Cheang et al., 2017; Schild, 2016). Karena itu, nilai kepedulian
lingkungan perlu dimasukkan ke dalam kebijakan dan budaya sekolah
(Dobson, 2003), supaya lahir generasi yang punya pemahaman dan sikap
ekologis yang kuat (Haggstréom & Schmidt, 2020; Jaya et al., 2024). Menjawab
tantangan ini, pemerintah Indonesia menjalankan program Sekolah
Adiwiyata untuk membentuk warga sekolah yang peduli dan berbudaya
lingkungan (Istiningsih et al., 2024). Aturannya dibuat di tingkat nasional,
tetapi keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan dan
komitmen pemerintah daerah (Triyatno et al., 2025).

Di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, masalah seperti banjir
yang terjadi hampir setiap tahun dan dampak pertambangan menuntut
kebijakan pendidikan lingkungan yang nyata, bukan sekadar kegiatan
seremonial. Pemerintah daerah sebenarnya sudah mengeluarkan aturan
pendukung, misalnya Peraturan Bupati Tanah Laut No. 13 Tahun 2020, yang
mewajibkan sekolah termasuk SMP menerapkan prinsip perlindungan
lingkungan (Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2020,
2020). Namun, efektivitas kebijakan ini sering dipertanyakan. Di lapangan,
pelaksanaan program kerap lebih menekankan kelengkapan administrasi dan
pembenahan fisik sekolah, sementara pembentukan karakter dan kebiasaan

peduli lingkungan pada siswa kurang menjadi fokus (Hiola et al., 2025; Sigit
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et al., 2021). Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa banyak sekolah
bisa mendapatkan predikat Adiwiyata, tetapi predikat itu tidak selalu sejalan
dengan perilaku ramah lingkungan siswa (Mujahidah & Muhammad, 2025;
Sihombing et al., 2025). Tanpa penanaman nilai yang kuat lewat kurikulum
dan budaya sekolah, program lingkungan berisiko berubah menjadi rutinitas
tanpa makna (Desfandi et al., 2017). Padahal, di tingkat SMP siswa sedang
berada pada tahap penting pembentukan identitas sosial dan moral. Karena
itu, kebijakan di jenjang ini sangat strategis untuk menumbuhkan sikap
kewarganegaraan yang peduli lingkungan (Ekadyasa & Krypton, 2024; Stern,
2000). Sayangnya, kajian kebijakan Adiwiyata sering belum membahas
secara mendalam bagaimana aturan daerah dapat membantu, atau justru
menghambat, berkembangnya kewarganegaraan ekologis tersebut.

Fokus penelitian yang penting adalah adanya kesenjangan antara
kebijakan yang tertulis dalam dokumen peraturan (de jure) dan praktik nyata
pembentukan karakter di sekolah (de facto) (Caddafie et al., 2017). Selama
ini, sebagian besar penelitian tentang program Adiwiyata lebih banyak menilai
aspek teknis pelaksanaan atau hanya mengambil satu studi kasus di sekolah,
sementara kajian yang membedah dokumen kebijakan daerah masih jarang
dilakukan (Dobson, 2003). Karena itu, perlu analisis yang lebih mendalam
terhadap struktur kebijakan di Kabupaten Tanah Laut untuk melihat apakah
regulasi yang ada benar-benar mendorong perubahan dari sekadar urusan
“kebersihan lingkungan” menjadi pendidikan yang menanamkan “keadilan
dan tanggung jawab lingkungan” (Leess@e, 2010; MacGregor, 2014).

Penelitian ini merumuskan tiga masalah utama. Pertama, penelitian
melihat bagaimana kebijakan Sekolah Adiwiyata tingkat SMP di Kabupaten
Tanah Laut disusun jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip
kewarganegaraan ekologis. Kedua, penelitian menilai sejauh mana
pelaksanaan Adiwiyata di SMP Tanah Laut mampu menanamkan nilai
tanggung jawab dan keadilan lingkungan pada siswa. Ketiga, penelitian
mengidentifikasi hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural,
yang membuat kebijakan Adiwiyata masih cenderung berfokus pada aspek

fisik dan administrasi, belum kuat mengarah pada pembentukan karakter
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kewarganegaraan ekologis. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, tujuan
penelitian ini adalah menilai kesesuaian dokumen kebijakan Adiwiyata di
Kabupaten Tanah Laut dengan kerangka teori kewarganegaraan ekologis.
Penelitian ini juga mengevaluasi praktik pelaksanaan program Adiwiyata di
SMP Tanah Laut melalui data sekunder untuk melihat capaian pembentukan
karakter peduli lingkungan. Selain itu, penelitian menyusun rekomendasi
bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar program Adiwiyata lebih
menekankan penguatan kewarganegaraan ekologis.

Novelty penelitian ini ada pada cara menganalisis kebijakan, yaitu
menggabungkan kajian regulasi lokal Kabupaten Tanah Laut dengan teori
kewarganegaraan ekologis. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang
umumnya hanya menilai aspek teknis program atau kegiatan sekolah sebagai
studi kasus, penelitian ini menyoroti isi dan arah regulasi: apakah nilai-nilai
utama kewarganegaraan ekologis sudah benar-benar masuk dalam dasar
hukum daerah atau belum. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan
bagi pengembangan teori tentang kebijakan sekolah hijau (Green School
Policy) di negara berkembang, sekaligus memberikan masukan praktis untuk

perbaikan kebijakan pendidikan lingkungan di tingkat kabupaten.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis
kebijakan. Tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana nilai-
nilai kewarganegaraan ekologis dibangun dalam dokumen regulasi, serta
bagaimana nilai tersebut muncul dalam praktik pendidikan di sekolah.
Pendekatan ini dipilih karena kebijakan pendidikan tidak hanya dilihat
sebagai teks yang “diam”, tetapi sebagai proses penentuan nilai yang
berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Dengan cara ini, penelitian dapat
menelusuri adanya kesenjangan pelaksanaan (implementation gap) antara
aturan di tingkat daerah dan kondisi nyata di sekolah. Lokasi penelitian
berada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan fokus pada

SMP berstatus Adiwiyata. Wilayah ini dipilih karena memiliki kerentanan
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ekologis yang cukup tinggi, sehingga cocok untuk menguji seberapa
mendesak dan relevan kebijakan pendidikan lingkungan diterapkan.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari studi
pendahuluan, pengumpulan data di lapangan, hingga analisis akhir. Sumber
data utama berasal dari dokumen kebijakan, seperti Peraturan Bupati Tanah
Laut No. 13 Tahun 2020 dan panduan teknis Adiwiyata. Analisis dokumen
digunakan untuk menggali makna, pola, dan tema dalam teks kebijakan,
terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab ekologis (Bowen, 2009;
Morgan, 2022). Selanjutnya, semua data dianalisis dengan Analisis Tematik
melalui enam tahap, mulai dari membuat kode awal sampai memberi nama
tema. Proses ini dilakukan untuk melihat kesesuaian isi kebijakan dengan
kerangka teoretis ecological citizenship (Braun & Clarke, 2006; Jagers et al.,

2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis kebijakan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Tanah Laut

menunjukkan bahwa kebijakan lebih didominasi cara pandang teknokratis.
Artinya, sekolah lebih didorong untuk memenuhi indikator yang terlihat
secara fisik, seperti fasilitas atau infrastruktur ramah lingkungan daripada
membangun perubahan nilai dan kesadaran ekologis yang lebih mendalam.
Regulasi daerah cenderung bersifat administratif, sehingga sekolah
diposisikan seperti hanya mengejar persyaratan administrasi saja. Pola
seperti ini sebagai pendidikan lingkungan yang terlalu teknis dan akhirnya
tidak menyentuh akar masalah krisis ekologis (Robottom, 1991). Dalam
kondisi ini, konservasi dipahami terutama sebagai cara menjaga sumber daya
untuk kepentingan manusia, bukan sebagai upaya yang juga mengakui nilai
alam itu sendiri (Kopnina, 2020; Spash, 2013). Akibatnya, kebijakan di
tingkat sekolah sering tidak terhubung dengan gagasan keadilan lingkungan.
Hal ini memunculkan kesenjangan implementasi (implementation gap), yaitu
perbedaan antara tujuan regulasi yang ideal dan praktik pembelajaran yang
benar-benar terjadi di kelas (Fremstad & Paul, 2022).

Pada ranah implementasi, internalisasi nilai kewarganegaraan ekologis

pada siswa menunjukkan pola yang bersifat prosedural dan kepatuhan,
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belum sampai pada tahap partisipasi kritis. Siswa di sekolah Adiwiyata
mampu melakukan praktik pengelolaan limbah seperti memilah sampah,
namun pemahaman mereka tentang dimensi "keadilan lingkungan" dan
tanggung jawab global masih rendah (Jagers et al., 2014). Hal ini
mengindikasikan bahwa pendidikan lingkungan yang berlangsung masih
bersifat behavioristik, berfokus pada perubahan perilaku permukaan tanpa
membangun literasi politik lingkungan yang diperlukan untuk menjadi warga
negara ekologis yang transformatif (Stern, 2000). Kondisi ini diperparah oleh
kurikulum yang padat dan terfragmentasi, sehingga isu keberlanjutan hanya
menjadi tambahan dan bukan nafas utama dalam pembelajaran
kewarganegaraan (Van De Wetering et al., 2022).

Untuk mengatasi kecenderungan program Adiwiyata yang terlalu teknis
dan administratif, kebijakan pendidikan lingkungan di tingkat daerah perlu
berubah dari sekadar menuntut kepatuhan menuju pendekatan Whole School
Approach yang lebih bermakna. Artinya, program lingkungan tidak hanya
dijalankan untuk mengejar penghargaan, tetapi benar-benar menyatu dalam
kurikulum, budaya sekolah, pengelolaan fasilitas, dan kerja sama dengan
masyarakat. Sekolah yang berhasil membangun kewarganegaraan ekologis
adalah sekolah yang mampu menjadi “laboratorium hidup” bagi
keberlanjutan (Wals et al., 2014). Selain itu, perbaikan pelatihan dan
pengembangan profesional guru perlu menjadi prioritas agar guru memiliki
kemampuan mengajar lingkungan secara kritis. Guru perlu dibekali cara
memandu diskusi yang menelusuri penyebab utama kerusakan lingkungan,
termasuk faktor politik dan ekonomi, bukan hanya mengajarkan
keterampilan teknis seperti memilah atau mendaur ulang sampah.
Pentingnya ruang kolaborasi bagi guru untuk merancang pembelajaran lintas
mata pelajaran (Stevenson et al., 2013). Pembelajaran ini perlu mendorong
siswa berpikir kritis dan berani mempertanyakan praktik atau struktur yang
tidak berkelanjutan. Selain di dalam sekolah, kemitraan dengan pihak luar—
seperti LSM, universitas, dan masyarakat ada juga perlu diperkuat agar
terbentuk ekosistem belajar yang lebih inklusif. Sejumlah penelitian

menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas yang nyata dapat
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menghubungkan materi kelas dengan aksi di lapangan, sekaligus
meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk terlibat dalam advokasi

lingkungan (Ardoin et al., 2020; Monroe et al., 2019).

KESIMPULAN
Program Sekolah Adiwiyata di jenjang SMP Kabupaten Tanah Laut pada

dasarnya sudah memiliki arah yang baik, tetapi pelaksanaannya masih
cenderung dominan administratif dan teknis. Fokus sekolah lebih banyak
pada pemenuhan indikator yang terlihat (misalnya fasilitas, kebersihan, dan
kelengkapan dokumen) dibandingkan menanamkan nilai dan kesadaran
ekologis yang lebih mendalam pada siswa. Akibatnya, muncul kesenjangan
antara tujuan kebijakan yang tertulis dengan praktik di sekolah: siswa bisa
menjalankan kebiasaan ramah lingkungan secara prosedural (misalnya
memilah sampah), namun pemahaman tentang tanggung jawab, keadilan
lingkungan, dan kepedulian sebagai “warga ekologis” belum terbentuk kuat.

Karena itu, kebijakan dan praktik Adiwiyata perlu diarahkan dari
sekadar kepatuhan menuju pendekatan yang lebih menyeluruh (whole school
approach). Program lingkungan sebaiknya tidak hanya mengejar predikat,
tetapi menyatu dalam kurikulum, budaya sekolah, pengelolaan sarana-
prasarana, serta kerja sama nyata dengan masyarakat dan pihak luar seperti
perguruan tinggi atau LSM. Selain itu, penguatan kapasitas guru menjadi
kunci agar pembelajaran lingkungan tidak berhenti pada kegiatan teknis,
tetapi mendorong siswa berpikir kritis tentang penyebab masalah lingkungan
(termasuk aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan) sehingga terbentuk karakter

dan partisipasi lingkungan yang lebih bermakna dan berkelanjutan.
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